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Abstract

On the challenges of development for democratization and transparency in the frame-
work of regional autonomy, local governments now compete to build a race-e-government in-
frastructure. In factual, the main obstacles of the implementation of e-government is on the
governance or management structure of the management and quantity and quality of human
resources at government agencies that are very limited. The object of the selected study siteis
The City of Yogyakarta and The Seman regency government. The formulation of the problemis
taken “ How E-Government Communication and Adminitrations Management Back Office
Models as a Public Service Sudies on the regional government of Yogyakarta and Seman Dis-
trict Government Stes? “ Research method used was descriptive research to guide the inductive
eksploratory to the results of research that the technical provisions of the respective websites of
local governments to become the object of research in managing the front office has to follow
some standard that is required in the development of the web as a medium for communication
and information. Information uptodating, especially news on the navigation was done routinely.
But ill there is a delay of uptodating websites is a sign that there is imbalance between the
management of websites each local government. Number of links the information of each local
government websites have been sufficient, meaning that many categories of information pro-
vided. The fundamental problem lies in the fact that the government does not provide e-mail
links for the user community, if there is acceptance of the feedback is to the manager or admin-
istrator websites and not on the officials concerned.
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Pendahuluan

E-government pada konteksnya adalah
the processes and structures pertinent to the
electronic delivery of government services to
the public (www.eu.com/e-government.html
tanggal 3 Maret 2008). Beberapaimplementas
yang bisa diterapkan pada penyelenggaraan e-
government diantaranyaadalah:

Beberapa implementas yang bisa dite-
rapkan pada penyelenggaraan e-government

diantaranya adalah : (a) penyediaan sumber
informasi yang sering dan banyak dicari masya-
rakat seperti potens daerah, pendapatan daerah,
komoditas daerah serta kualitas sumber daya
masyarakat di suatu daerah; (b) penyediaan
mekanisme akses melaui kios informas yang
tersediadi kantor pemerintahan dantempat publik
sehingga menjamin keseteraan kesempatan
mendapat informasi; (C) E-procurement; pe-
merintah dapat melakukan tender secaraonline
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dantransparan.

Pemerintah sendiri memberikan kebijakan
e-government melalui INPRESNo.3 tahun 2003
berangkat dari pertimbangan pemanfaatan tek-
nologi komunikasi dan informasi dalam proses
pemerintahan (e-government) akan meningkatkan
efisens, efektifitas, trangparand dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan tujuan
utamanyaadalah peningkatkan kualitaslayanan
publik secaraefektif dan efisien.

Pada perkembangannya untuk menjawab
tantangan demokratisasi dan transparans dalam
kerangkaotonomi daerah, kini pemerintah daerah
berlombar-lombauntuk membangun infrastruktur
e-government. Artinya pemanfaatan ruang
komunikasi virtual tidak saja berada dalam
domaininstitus yang berada daam wilayah cen-
tre devel opment melainkanjugaingtitusi-ingtitus
yang berada di daerah-daerah. Situs-situsresmi
pemerintah daerah tersebut disamping dapat
menjadi sebuah gjang promos bagi kawasanyang
bersangkutan jugauntuk menginformasikan potens
sosal ekonomi maupun pariwisata bagi parain-
vestor dalam dan luar negeri. HinggaNopember
2007 jumlah situs web pemerintah (pusat dan
daerah) yang tercatat padaAsisten Deputi Urusan
Media Baru Kementerian Komunikasi dan

Informes adalah sebagai berikut :
Tabel 1 Jumlah situs web pemerintah
Juml.  Situs Bisa Tdk Bisa
Web Dibuka dibuka

Dept./Kem./Lembaga Tinggi 37 37
Lembaga Pem. Non Departemen 32 28
Pcmprov./Pemkab./Pemkot. 472 330

37 (100%)
28 (100%)
201 (61%)

0 (0%)
0 (0%)
23 (7%)

Sumber : www.depkominfo.go.id/pid=cgov&cid=cgov_001

Di wilayah Daerah | gimewaYogyakarta,
lembaga pemerintah yang memanfaatkan
penggunaan e-gover nment adalah ; Pemerintah
kota (pemkot) Jogjakarta, pemerintah daerah
(pemda) Kabupaten Bantul, pemda Kabupaten
Sleman dan pemdaKabupaten Gunung Kidul serta
pemda Kabupaten KulonProgo, sertapemerintah
Propiving Daerah | stimewaYogyakarta Sendiri.
Penerbitan situs pemerintah daerah tersebut
nampaknyaselain bertujuan mendukung kampanye
“Jogja never ending Asia” dalam membangun
citra pariwisata juga dimanfaatkan untuk
membangun citra pelayanan informasi kepada

publik, juga adanyaAgendabesar dari Pemerintah
Provind DaerahlstimewaYogyakarta( DIY') yang
bernama Jogja Cyber Province menunjukkan
adanya optimisme terselenggaranya proses
pelaksanaan e-government secara sempurna.
Olehkarenanya, Pemprov DI'Y telah menggandeng
Microsoft untuk menyusun cetak biru dan
membangun pusat pelatinandi Yogyakartauntuk
4.000 programmer TI dari seluruh Indonesia

Komitment ini lah yang menyebabkan
Pemerintah Daerah di Provins DI'Y memborong
habis E-Government Award yang diselengga-
rakan oleh majalah Warta Ekonomi pada tahun
2005 lau. Untuk kategori kabupatervkotaurutan
pemenang pertamahinggaketigaadaah Webste
Pemerintah KotaYogyakarta dengan skor 815,
Web site Kabupaten Bantul dengan Skor 765 dan
Web site Kabupaten Sleman dengan skor 685.
Web site Pemerintah Provinsi Yogyakarta
menempati urutan keduauntuk kategori Proving
dengan skor 720 berada di bawah Pemerintah
Provinsi Jawa Timur. Pada E-Gover nment
Award. Selain itu Pemerintah Provins DI Yog-
yakartajugamendapatkan penghargaan Special
Achievement karena keberhasilan dalam mela-
kukan koordinas dan merangsang lembaga-
lembaga pemerintah dibawahnya untuk mene-
rapkan e-government. Sebagaimanaterbukii, tiga
lembaga tingkat kabupaten/kota di Yogyakarta
seluruhnya menjadi pemenang untuk kategori
tersebut (Sumber : http://www.warta-egov.conv
detail.agp?ad=280& cid=2 tanggal 17 Mei 2005).
Pada tahun 2007 prestas web pemerintah kota
Yogyakartaternyatamenduduki peringkat tertinggi
di antara 100 Stus pemdaproving maupun kota/
kabupaten untuk E-Government test tahun 2007
(http://wartaegov.com/go-id-testanggal 2 April
2008). Sementara itu Situs pemda kabupaten
Bantul dan Kabupaten Sleman menduduki
peringkat ke 7 dan ke 19 dari penilaian Lembaga
penelitian dan Pengembangan Grup Kompasta-
hun 2007 ( http://yaind.multiply. comvjournal/itery
72 tangga 2 April 2008 ).

Padags lain, semuais informas yang ada
dalam situsweb stes Pemerintah Daerah di Wila-
yah Provinsi DIY tersebut tentunya bermanfaat
sebagal saranapublikas pemdayang bersangkutan
(ddlamkontek pelayananinformas publik), tetapi
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juga memberi kesempatan pada masyarakat luas
untuk mengetahui dan mencari informasi yang
diinginkan secaralebih terbuka dan bebas tanpa
perlu melaui birokras. Tidak perlunyasecarafisk
danbirokras untuk memperolehinformes tersebut
dari pihak masyarakat, didukung oleh ketersediaan
banyaknya saranawarung internet (warnet) yang
berada di wilayah Yogyakarta. Sampai dengan
September 2007 jumlah warnet yang adadi Yog-
yakarta sebanyak 72 buah (www.pintunet. com/
pintunet. php/vpid=55030404& xref=/pintunet.
php/vpid=550304). Ketersediaan 72 warnet ter-
sebut tentunyamemungkinkan dan memudahkan
masyarakat untuk dapat mengaksesinformas Si-
tus-situs pemda-pemda yang berada di wilayah
Yogyakarta, apalagi saat ini umumnya warnet-
warnet di wilayah Yogyakartabanyak yang meng-
gunakan sistemlist line dan wave line sehingga
aksesyang dilakukan menjadi sangat cepat.
Suatu hal penting yang harus disadari
bahwa keberadaan stusweb Pemerintah Daerah
yang dibuat, merupakan suatu bagianintegra dari
organisas pemerintahan. Semua unit yang ada
pada organisasi hendaknya memperhatikan
bagaimana merekadapat menggunakan internet
sebaik-baiknya untuk berkomunikas dengan
kelompok-kelompok masyarakat pengguna
internet. Instansi Pemerintah Daerah harus
membantu perkembangantingkat kesadaran dan
pemahaman yang tinggi bagi seluruh aparat
pemerintah mengenal pemanfaataninternet pada
organisas pemerintahan. Kemampuan internet
untuk memberi dan menerima informasi perlu
dipahami sebagai suatu keterampilan inti dari
informasi dan komunikasi. Diharapkan sebanyak
mungkin aparat pemerintah dapat membacasitus
yang dibuat oleh Pemerintah Daerah setempat.
Perubahan penyelenggaraan kepemerin-
tahan yang ada saat ini ke suatu bentuk sistem
organisasi jaringan dengan memanfaatkan
teknologi informasi komunikas atau e-govern-
ment tidaklah semudah yang diharapkan, karena
adanya sgjumlah hambatan pada operasionalnya,
yamg ditengerai beberapaahli yaitu antaralain:
(a) kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia
padainstans pemerintah yang sangat terbatas
(belum siap menerima perubahan kultur ke
teknologi informasi komunikasi); (b) belum

tersedianya sarana dan prasaranayang memadai
(belumadanyal T master plan dan grand strat-
egy e-gov); (€) struktur organisas pengelolaan e-
government yang belum memadai (konsekuens
adanya PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah); (d) belum
tersedianyaanggaran operasonal yang memadai
(akibat kurangnyapemahaman tentang pentingnya
pembangunan teknologi informasi dan komuni-
kas); (e) kurang adanya perhatian/kepedulian
pejabat pemerintah di dalam pembangunan dan
pengembangan e-government (diperlukan ma-
najemen perubahan). (http://www. awangfaroek.
com/awangfOl/index.php?option=com_content&
task=view& id= 58& Itemid=52 tanggal 30 Maret
2008)

Secarafaktual, hambatan utamadari pe-
laksanaan e-gover nment adalah padatata kelola
atau mangjemen struktur pengelolaannya. Pada
saat ini, pengelola situsweb pemerintah daerah
(sebagai embrio pengelolae-government) masih
dilakukan oleh berbagai unit kerjayang terdapat
di pemerintahan daerah, antaralain Dinas|nformes
dan Komunikas (Dislnfokom), Kantor Penge-
lolaan Data Elektronik (KPDE), Badan Peren-
canaan Daerah (Bapeda), Bagian Humeas, Badan
Informasi Komunikasi dan Pengelola Data
Elektronik (BIK & PDE). Kondis tersebut terjadi
disebabkan adanyaPPNo. 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisas Perangkat Daerah, sehingga
setigp pemerintah daerah tidak sama di dalam
penugasan perangkat daerah yang menangani
pengelolaan situs web di daerahnya masing-
masing. Artinya kunci dari hambatan dalam
implementas e-gover nment dalam operasional-
nyabermuara padasegi mangjemenyang dilakukan
oleh struktur danlembagayang ditunjuk oleh pihak
pemerintah daerah.

Adanya perbedaan pengelolaan situsweb
pada setiap pemerintah daerah, berakibat antara
lain: (1) adanyabeberapa pemerintah daerah yang
mempunyai lebih dari satu situsweb yang dibuat
dan dikelola oleh 2-3 perangkat daerah yang
berbeda (contoh www.sulteng.go.id dibuat dan
dikelola oleh Bapeda Sulteng, www.infokom-
sulteng.go.id dibuat dan dikelolaoleh Dislnfokom
Sulteng); (2) jikadari pusat akanmelakukan kegi-
atan atau koordinasi, kadang-kadang mendapat-
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kan kesulitan dalam penunjukan perangkat daerah
yang diundang; (3) sulitryakoordinas di lingkungan
perangkat daerah di dalam penanganan imple-
mentas e-government. (Hadwi Soendjojo, www.
dep.kominfo.go.id/artikel tanggal 2April 2008)

Tahun 2008 ini task force e-gover nment
Dep. Kominfo sedang menyusun panduan tentang
hubungan kelembagaan e-government. Penun-
jukan sapapengelolae-government di pemerintah
daerah memang sangat diperlukan, mengingat
sangat kompleksnyaimplementasi e-government
yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikes.

Oleh karenanya, berangkat dari paparan
di atas, maka penelitian ini mencoba untuk
menjawab dan memberikan serta mencari model
mangemen komunikas dan administrad yang idedl
dari segi back office ( aparatur atau badan pe-
ngelola serta pengelolaan informasi) dalamim-
plementas e-government. Objek studi yang dipilih
adalah situs pemerintah kota Yogyakarta, Situs
pemerintah kabupaten Sleman dan Pemerintah
kabupaten Bantul dengan pertimbangan bahwa
objek studi tersebut memiliki prestasi selamaini
dalam penyeklenggaran e-gover nment slamaini.
Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian
ini adalah : “Bagaimana M odel Manajemen Ko-
munikasi dan Administrasi Back Office E-Gov-
ernment sebagai Media Pelayanan Publik pada
Situs Pemerintah daerah KotaYogyakarta, Situs
Pemerintah Kabupaten Sleman dan Situs Pe-
merintah Kabupaten Bantul ?*

M etode Penelitian
Penulismenggunakan penditian deskriptif
induktif eksploratori, dengan menganalisis dan

mengeksplorasi secara mendalam fenomena
penggunaan dan pemanfaatan web sites oleh
Pemda Kabupaten Bantul, Pemda Kabupaten
Sleman, sertaPemkot Yogyakarta. Penggunaan
teknik penelitian adalah dengan analisis dan
deskriptif eksploras dengan pengumpulan data
kualitatif yang menggunakan pendekatan do-
kumentasi, observas dan kepustakaan. Sebagai
guideatau patokan unit analiss yang akan ditdliti
dijelaskan dalamtabel 2.

Analisisdata dalam penelitian ini adalah
menggunakan cara deskriptif induktif dengan
pendekatan systemic andisis. Datayang diandisis
secaralangsung melaui pendekatan —pendekatan
daamteknik pengambilan datakuditatif seperti
reduks data, display data dan verivikas data
selama penelitian berlangsung (Nasution, 1992,
129). Hasll analisisdikomparasikan dengan kon-
sep, modd danteori yang sudah ada. Selanjutnya
diperoleh suatu smpulan yang digunakan sebagai
dasar dalam penyusunan konsep dan model dalam
manajemen komunikas front office dan back
office e-government sebagai media pelayanan
publik

Hasll Penelitian dan Pembahasan
Gambaran M anajemen Back Officee-govern-
ment

Pengembangan e-Gover nment merupa-
kan upaya untuk mengembangkan penyeleng-
garaan kepemerintahan yang berbasis (menggu-
nakan) elektronik dalam rangka meningkatkan
kualitas layanan publik secara efektif dan efi-
sien. Melalui pengembangan e-Government
dilakukan penataan sistem mangjemen dan proses
kerjadi lingkungan pemerintah dan pemerintah

Tabel 2 Patokan unit-unit yang dianalisis dan dieksplorasi

NO. UNIT

ANALISIS dan EKSPLORASI

1. Informasi atau
Komunikasi Satu Arah

Penyampaian informasi dari pemerintah
kepada masyarakat melalui portal

pemerintah

Media komunikasi antara pemerintah
dengan masyarakat melalui portal

pemerintah atau (delivery order) secara on-

2. Interaksi atau Komunikasi
Dua Arah
line
3. Information

Processing/Back Office

pengelolaan aliran informasi, mulai dari
input informasi dari pemerintah hingga

output informasi yang ditujukan kepada
masyarakat melalui portal, termasuk up-
dating datanya, baikdilakukan secara on-
line maupun off-line.
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daerah otonom, dengan mengoptimasikan
pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan
teknologi informasi tersebut mencakup dua
aktivitasyang berkaitanyaitu : (1) pengolahan data,
pengelolaan informasi, sistem manajemen dan
proses kerjasecaraelektronis; (2) pemanfaatan
kemgjuan teknologi informes agar pelayanan publik
dapat diakses secara mudah dan murah oleh
masyarakat di seluruh wilayah negara. Untuk
mel aksanakan maksud tersebut pengem-bangan
e-Government diarahkan untuk mencapa 4
(empat) tujuan, yaitu: (a) pembentukan jaringan
informad dan transaks pelayanan publik yang me-
miliki kuditasdanlingkup yang dapat memuaskan
masyarakat luas sertadapat terjangkau di seluruh
wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatas
oleh sekat waktu dan dengan biayayang terjangkau
oleh masyarakat; (b) pembentukan hubungan
interaktif dengan duniausahauntuk meningkatkan
perkembangan perekonomian nasiona dan
memperkuat kemam-puan menghadapi perubahan
dan persaingan perdagangan internasional; ()
pembentukan mekanisme dan saluran komunikas
dengan lembaga-lembaganegara serta penyediaan
fasilitasdialog publik bagi masyarakat agar dapat
berpartispas daam perumusan kebijakan negara;
(d) pembentukan sistem mangjemen dan proses
kerjayang transparan dan efisien serta memper-
lancar transaks dan layanan antar lembaga pe-
merintah dan pemerintah daerah otonom.
Dengan mempertimbangkan kondisi saat
ini, pencapaian tujuan strategis e-Government
perlu dilaksanakan melaui 6 (enam) strategi yang
berkaitan erat, yaitu: (a) mengembangkan sstem
pelayanan yang andal dan terpercaya, serta
terjangkau olen masyarakat luas; (b) menatassem
manajemen dan proses kerja pemerintah dan
pemerintah daerah otonom secara holistic; (c)
memanfaatkan teknologi informad secaraoptimd,;
(d) meningkatkan peran serta dunia usaha dan
mengembangkan industri telekomunikas dan
teknologi informasi.; (e) mengembangkan
kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun
pemerintah daerah otonom, disertai dengan
meningkatkan e-literacy masyarakat. ; (f) melak-
sanakan pengembangan secarasistematik melalui

tahapan-tahapan yang redistik dan terukur.
Pada tanggal 16 Juni 2003 telah dike-

luarkan Instruks Presiden No.3 Tahun 2003
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Government. Kebijakan ini
diharapkan sebagai acuarvkoridor sekaligus dapat
memberikan pemahaman di dalam pembangunan
dan pengembangan e-Gover nment. Sertadalam
rangkamenyikapi demam (fever) e-Government
dimana selama ini belum ada suatu acuan bagi
pembangunan dan pengembangannya sehingga
sgjauh ini masyarakat seperti ‘terjun bebas di
dalam penerapan e-Gover nment.

I npres 3/2003 menginstruksikan untuk :
(1) mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai tugas, fungs dan kewenangan masing-
masing guna terlaksananya pengembangan e-
Government secaranasiona dengan berpedoman
pada K ebijakan dan Strategi Nasional Pengem-
bangan e-Government sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Instruksi Presiden tersebut; (2)
merumuskan rencanatindak di lingkunganinstans
masing-masing dengan berkoordinas dengan
Menteri NegaraKomunikasi dan Informasi; (3)
melaksanakan rencana tindak sebagaimana
dimaksud padapoint keduayang dikoordinasikan
oleh Menteri NegaraKomunikas dan Informasi;
(4) melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-
baiknya dengan penuh tanggung jawab dan
mel aporkan hasil pelaksanaannya secaraberkaa
atau sewaktu-waktu kepada Presiden.

Jadi seperti yang telah diungkap di atas
bahwa membangun e-Government tidak sama
dengan membangun websiteyang bak, tetapi lebih
pada peningkatan pelayanan di dalam (Back Of -
fice) dan pelayanan masyarakat (Front Office)
yang baik. Penerapan e-Government lewat
dukungan teknologi informasi dan komunikasi
dalam pemerintahan bukanlah hargameati karena
tanpaitu pun penyelenggaraan pemerintahantetap
bisa berjalan. Meski demikian, terdapat banyak
peluang dan nilai tambah yang bisa diperoleh
melalui penerapan e-Government, khususnyayang
berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan
kepadamasyarakat.

Secara definitif yang dimaksud dengan
manajemen back office adalah adalah perangkat
dan personaliayang bebenah melengkapi semua
yang harus dilaksanakan sesudah layanan front-
office selesal dan menyiapkan segala sesuatu agar
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bisaterlaksanalayanan berikutnya, atau bisajuga
dimaknai sebagai Proses pengolahan informasi
yang dilakukan oleh instans dalam back office-
nyabaik bersfat off-line atau tradisona, melaui
rapat koordinas, foruminvestas maupun dengan
sgstem jemput bolalangsung kepada sumbernya.

Aspek ‘ Pelayanan Masyarakat’ adalah
back-office dalam konsep e-Government pada
saat penygjian data/informasi tersebut di-
manfaatkan sebagai salah satu bentukpelayanan
kepada pihak luar, misalnyamasyarakat umum.
Berdasarkan urutan pelaksanaannya, ketigaaspek
tersebut dapat disusun dalam urutan presedens
berikut:

Gambar 1 Runutan Fungs Tl dalam
K emanfaatan e-Government

: Fungsi
: Back
Office

Komunikas
/Koordinas

Pengelolaan
Data
Informasi

Fungs front-office sebagai alat bantu
pelayanan masyarakat menjadi arahan utamabagi
fungs keberadaan TI di e-Government. Namun
untuk dapat melakukan proses pelayanan kepada
mesyaraka yang baik diperlukan dukungan fungs
back-office TI pemerintahan yang baik pula, yaitu
antaralaindalamhal fungs komunikasi-koordinas
serta kepengelolaan data-informeas.

Daam prakteknyamakamangemen back
office adalah meliputi : (a) penyediaan Sumber
Daya Manusia (SDM). Untuk dapat melaksa-
nakan program pengembangan e-Gover nment
dengan optimal diperlukan SDM yang menguasai
kompetensi dasar bidang komputer, jaringan
komputer daninternet, minima sebagai pengguna
biasa. Khusus untuk para pejabat / pengambil

keputusan, maka merekaperlu juga mengetahui
konsep dasar SsemInformas Mangemen (MIS
Management Information System). Jika pre-
reguisitetersebut belumdipenuhi, adabeberapa
langkah yang dapat diambil, misalnya melalui
pelaksanaan Program Sosialisasi e-Government,
sosdisas/pelatinan M1S dan Sisem Pendukung
Keputusan (DSS Decision Support System); (b)
pengembangan Infrastruktur Komunikasi Data,
Komputer, Jaringan Komputer dan Sistem
Aplikas. Ketersediaaninfrastruktur komunikas
data, komputer danjaringan komputer merupakan
pre-requisite kedua, mengingat aplikasi e-Gov-
ernment memang hanyabisaberfungs optimd jika
infrastruktur tersebut sudah tersedia. Sedangkan
sistemaplikas jugaperlu dianalisa gpakah dapat
berfungs di infrastruktur yang saat ini sudah ada,
atau perlu melakukan perbaikan (upgrading) atau
bahkan pengadaaninfrastruktur baru.

Gambaran umum websites Pemerintah K ota
Yogyakarta

Website pemerintah kota (pemkot) Yog-
yakartamemiliki lamat di www.jogja.go.id. Web
pemkot Yogyakartadan ditangani Badan | nformes
Daerah ( BID ). Web pemkot Yogya-kartasudah
online sgak 7 Oktober 2002, sehingga sudah 6
tahun lebih beradadi duniavirtual yang tentunya
telah banyak dimanfaatkan oleh para pengguna
(user ) wargakotaYogyakarta. Jumlah pengunjung
hingga nopember 2008 adalah sebanyak 3.059.
236 orang. Penyelenggaraan web pemkot Yog-
yakartaini bertujuan untuk menyelenggarakan
“good and clean governance” yang transparan
dan mengikutsertakan masyarakat dalam
partigpas pemerintahan dan pembangunan (melaui
mediaonline). Selainitu tujuan dari e-gov pemkot
Yogyakartaini adalah Terwujudnyapemerintahan
yang mampu memberikan pelayanan yang prima
bagi segenap lapisan masyarakat. Baik itu pela-
yanan administras, informasi maupun pelayanan
masyarakat lain. Mealui pengembangan e-gov-
ernment dilakukan penataan sistem manajemen
dan proseskerjadi lingkungan pemerintah dengan
mengoptimasikan pemanfaatan teknologi in-
formes.

Padatanggal 15 November 2007, Peme-
rintah Kota Yogyakarta menerima Special
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Achievement untuk kategori |mpact on Commu-
nity dari Warta Ekonomi e-Gov di Jakarta.
Penghargaan ini diberikan karena web pemkot
Yogyakarta telah berhasil membangkitkan
semangat warga berpartisipasi dalam media
online. Web Stespemkot Yogyakartasaet ini telah
mengalami perubahan dalam warna kini lebih
didominasi oleh warna putih namun masih juga
menampakkan warnakhasklasik Yogya berupa
warnahijau tuadan warnahijau tosca untuk warna
menu utamanya. eb sites pemkot Yogyakarta
Tidak memiliki animasi, bahkan tidak adabanner
samam sekdi dalam homepage-nya. Web Pemkot
Yogyakartatidak menyediakan link e-mail karena
semuaumpan balik telah diberikan pilihan link dan
keluhan sertausulan ditangani oleh UPIK (Unit
Pelayanan Informas dan Keluhan). Padakonteks
desainnyaweb sites pemkot Yogyakartamemiliki
linksinformas pada homepage-nyasebanayak 24
links utama yang berada padaikon-ikon pokok
web sites pemkot Yogyakarta. 24 linkstersebut
merupakan linksgandayang memiliki lanjutan links
siteslagi. Dari segi komposisi web sites pemkot
Yogyakarta lebih mirip dengan koran online
karenadominas teksatau tulisan yang memenuhi
ruang web sites.

Manajemen Back Office E-government
Pemkot Yogyakarta

Pengelolaan web siteterdiri dari instansi-
instans yang datanya ditampilkan di web sitedan
instansi pengelola sub domain. Susunan tim
pengelolaweb site ditetapkan dengan Keputusan
WalikotaYogyakarta. E-government dikelolaoleh
Badan Teknologi I nformas dan Teematika sesuai
dengan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta
nomor : 31/KD/Tahun 2004 tentang Pembentukan
Tim Pengeloladan Redaktur W\eb Sitejogja.go.id
Tahun 2004. Serta berdasar pada Keputusan
Walikota Yogyakarta Nomor 126/KEP/2005
tentang Pembentukan Tim PengelolaElektronik
Government Kota Yogyakarta.

Pengelola e-government mempunyai
fungs yang telah digariskan, yaitu memberikan
informasi kepada seluruh lapisan warga kota
Yogyakartapadakhususnyaserta khayalak luas
padaumumnya. Pengelolaan e-government dibagi
atas beberapainstans, yang kemudian disodori

atasbeberapatanggung jawab aasmenu yang ada.
Adapun instans tersebut adalah Humas dan
Informasi, KAPDE, Dinas Pariwisata, Dinas
Pendidikan dan Penggjaran, UPTSA, Bagian
Hukum, Sekretariat DPRD, Staff Walikotadan
Wakil Walikota, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigras, DinasPerekonomian dan Bappeda,
DinasPrasaranaKota, sertaDinas Kesgahteraan
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
Pilar-pilar mekanisme dalam pengelolaan
e-government yaitu : (1) menggunakan sistem
kerjadesentralisas. Di manasetiap menu memiliki
penanggung jawab tersendiri. Dengan demikian
mekasalain akanmudahterlinat tingkat kontribus
staff personalia pengelola, jugaaspek informasi
yang disajikan cenderung lebih spesifik; (2) pada
kuruntertentu secararutin danintensif dilakukan
pertemuan pengelola, dengan orientas utamapada
koordinasi, konsolidasi dan komunikas dalam
rangkamenuju padaoptimalisas peran dan fungs
websiteitu sendiri; (3) untuk menjagastabilitas
kinerjaparatim pengelolaweb ste secaraumum,
maupun para personel tim pengelola pada
subdomain, dilakukan penyegaran (refreshing)
pengelola. Hal ini dimaksudkan selain untuk
mencermati kinerja yang dilakukan oleh setiap
persondia, jugadiharapkan dapat menjadi gang
komunikas padatopik yang lebihterfokus (yaitu
mengenai sub domain yang tengah dibahas); (4)
adanya monitoring yang intens pada tubuh
pengdolainti. Hal ini untuk menjagabilasewaktu-
waktu terjadi keanehan ataupun hal lain pada
rangkaianwebgte dan subdomainnya. Untuk itulah
kerjasamaantarawebmaster, petugasmeteri serta
desainer dan programmer haruslah dilakukan
dengan sehaik-baknya.; (5) secararutin dilakukan
koordinasi untuk melakukan analisa dan
perbandingan dengan web stelain dan atau jenis
aplikas berbasiskanweb lainnya. Hal lain menjadi
kunci pokok, dimanasemuahd yang tersediapada
web diorientasikan pada hal yang memang
dibutuhkan oleh para pengakses.
Penyebaraninformead ini berorientas pada
pemberian berbagai informasi kebijakan
Pemerintahan Daerah serta informas tentang
layanan Pemerintah Daerah kepada warga
masyarakat. Sehinggadiharapkan seluruhwarga
masyarakat mengetahui segala peraturan yang
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berlaku serta mengetahui segala jenis layanan
mesyarakat yang disslenggarakan oleh Pemerintah
Daerah berkaitan dengan segdabentuk pelayanan.
Adapun secaraumummeteri informas yang disa-
jikan dalam website Pemerintah Kota Yogyakarta
dibagi atas beberapatopik utamasebagai berikut:
(1) jogjaku : jogjaku menampilkan informasi ten-
tang sekilas Kota Yogyakarta, baik dari aspek
historis, kultural, sosal, vist maupun simbol; (2)
faslitaskota: sebagai konsekuens dari predikat
KotaYogyasebaga sebuah tujuan wisata, maka
informas yang menampilkan datafasilitas kota
(yang secaralangsung maupun tidak langsung)
seluruh lapisan masyarakat (secara khusus ma-
syarakat pendatang) pastilah membutuhkannya.
Diharapkan topik ini dapat menjadi informas pe-
nuntun siapapun ketika berada di wilayah Kota
Yogyakarta; (3) info kota: selainmengend sekilas
KotaYogyakartamelaui Jogjaku, informas dari
berbagai sudut sis dinamika Kota Yogyakarta
ditampilkan dalamtopik informas yang dikemas
dalam sgianinfo kota; (4) pemerintahan : selain
informad yang bersifat umum, daamweb steini
secara khusus juga dipersembahkan seputar in-
formas kepemerintahan.

Padatopik ini diharapkan masyarakat tahu
dan memahami berbagai aspek padaduniakepe-
merintahan, baik padaaspek lega formal, perun-
dangan, sertatugasdanfungd staf kepemerintahan.
(1) pelayanan yaitu tugas dan fungs utamadari
sebuah pemerintahan adalah mengatur (regul a-
tion) sertamelayani seluruh stratalapisan masyara:
kat, khususnyadalam kehidupan bermasyarakat.
Karenanyamaka secarakhusustopik pelayanan
tersgji secarakhusus dengan menampilkan ber-
bagai submenu yang berkenaan dengan aspek
pelayanan pemerintah KotaYogyakarta kepada
khaayak umum; (2) interakd yaitu terasasangat
hambar, manakala sebuah media tanpa adanya
sentuhaninteraks. Untuk itulah berbagal informas
dan aplikasi disediakan padatopic menuini. Hal
ini mengandung sebuah harapan agar terciptapola
komunikasi antara pengunjung website yang
notabene merupakan masyarakat luas, dengan
pihak Pemerintah KotaYogyakarta; (3) sub do-
main yaitu untuk menampilkan berbagai informas
secaralebih mendalam dan akurat sertamember
keldluasaan bidang/insatang terkait, maka portal

jogja.go.id menampilkan pula link subdomain,
sebagal perwujudan pada otonomi pengeloaaan
webgiteinstang terkait.

Selain memberikan informasi seperti ter-
sebut di atas Pemkot Jogja juga menyediakan
beberapafasiitasuntuk digunakan oleh masyarakat
daamwebsite pemkot Yogyakartayang meliputi :
(2) Call centre0274-290274 : dimulai tanggal 29
Juli 2004, informed layanan, prosedur, persyaratan
dan biaya Pelayanan di UPTSA (sekarang Dinas
Perizinan) dapat diperolehlangsung setigp saet (24
jam) melalui telp dan dijawab menggunakan data-
base informad. Di-launching bertepatan dengan
Kunjungan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Rl Bp.Faisal Tamin yang menyaksikan
Penandatangan MOU antaraWadlikotaYogyakarta
dengan Direktur Bisnis Jaringan Telekomunikas
PT. Telkom; (2) SMShotline 2740 yaitu untuk
menyampaikan informasi, saran dan keluhan
masyarakat. Dimulai tanggal 30 Januari 2002,
Informasi, saran dan keluhan masyarakat langsung
ditindaklanjuti ke instansi yang berwenang,
perkembangan tindak lanjut selalu di pantau dan
dievaluas secararutin, sebagal salah satu masukan
dalam penyusunan program kegiatan instans
(jaring aspiras masyarakat); (3) SMS mobile
jogia 2740 yaitu SM S Mobile Jogjamerupakan
layanan terpadu yang dikelolaPemkot Yogyakarta
untuk masyarakat khususnya penggunatelepon
seluler yang memberikan informasi akurat dan
aktual melalui Short Message Service (SMYS)
dengan kode akses nomor 2740 dari operator-
operator seluler antara lain Indosat,
Telkomsel, Telkom Hexi, dan XL. SMS Mobile
Jogja digunakan untuk sarana pooling dan
memperoleh data/ informas berbasisdataantara
lain: jalur buskota,jalur keretaapi, lokast ATM,
info rumah sakit, informasi apotek jadwal
penerbangan, hotel, kuliner (makanan), cafe,
restoran, event dan pendidikandll. Dimulai tanggal
27 Desember 2004, Sebagal sarana sosialisas,
jaak pendapat/ polling ataskebijakan pemerintah
kota Yogyakarta serta memudahkan dalam
memperolehinformeas dgn menggunakan fasllitas
sms; (4) Polling SMS Mobile jogja 2740 yaitu
Polling SMS Parkir Alun2 Utara dan Kawasan
Malioboro, polling pemilihan Gardu Ronda dan
Gapura, Polling SM S Pemain Favorit PSIM, Poll-
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ing SMS Lomba CiptaLagu HUT Kota Jogja,
Polling SM S Pemilihan Dimas & Digjeng Favorit.
Sertapolling sms penerimaan CPNS Prop DIY
Tahun 2005; (5) Layanan Interaks Masyarakat
yaitu UPIK (unit Pengelola Informasi dan
Keluhan), SK WALIKOTA No: 86/2003.
Dimulai tanggal 14 Nopember 2003, Pengelolaan
informasi, saran dan keluhan oleh unit pengelola
tekhnis pada Kantor Humas dan Informasi,
dengan anggota pengeloladari indans tehnisyang
adadilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
Layanan yang disediakan melalui Sms hotline
2740, SMS 0812278 0001, Telp 0274-555242.
Digunakan aplikas (software) penge-lolaan upik
menangani secaraon line menggu-nakan jaringan
intranet daninternet di semuainstansi sehingga
respon dapat dilakukan secaralangsung .

Untuk menampilkan berbagai informasi
secaralebih mendalam dan akurat serta member
keldluasaan bidang/insatang terkait, maka portal
jogja.go.id menampilkan pula link subdomain,
sebagal perwujudan pada otonomi pengeloaaan
websteinstans terkait. Sebagaimanadimaklumi
bersama bahwainformas yang ditampilkan dalam
gerbang utamawebsitejogja.go.id pastilah masih
banyak yang belumtertampilkan, khususnya pada
bidang yang memang memiliki aspek sentuhan
langsung kepadawarganya. Untuk itulah dalam
rangkamemebrikaninformes lebih komprehend,
makapemerintah KotaYogyakartamencobauntuk
menygjikaninformas secarakhususpadasub do-
main, yang secara spesifik menampilkan infor-
masinya.

Adapun sub domainyang dimiliki website
jogja.go.id adaah sebagai berikut : (a)humas (http:/
/humas,jogjago.id); (b) pariwisata (http:/tourism.
jogja.go.id); (c) hukum (http://hukumjogja.go.id);
(d) investasi (http://invest.jogja.go.id); (€) tenaga
kerjadan transmigrasi (http://nakertrans.jogja.
go.id); (f) DPRD KotaYogyakarta (http://dprd.
jogja.go.id); (g) KPU (Komis Pemilihan Umum)
(http://kpu.jogja.go.id); (h) NAPZA center (http:/
Innc.jogia.go.id); (i) Pendidikan (http://pendidikan.
jogja.go.id); (j) unit pelayanan informas dan
Keluhan (UPIK) (http://upik.jogja.go.id); (k)
penerangan jalan umum (http://pju.jogja.go.id)

Penentuan content informas yang dita-
yangkan melalui websites pemkot Yogyakarta,

dilakukan melalui survey kepadamasyarakat serta
meminta pendapat dan masukan para ahli. Ini
menunjukkan bahwa pihak pemerintah kotatidak
main-main dan bersikap serius dalam me-man-
age dan mempertahankan eksistens web sites
pemkot Yogyakarta. | S pesan sertameateri yang
ditayangkan dalamweb stesdikelompokan dalam
duadatainformas, yaitu informasi statisdan in-
formas dinamis. Informas statis merupakan
informas yang bersifat relatif tetap berupadata-
datagatistik danmonografi kondis wilayah pem-
kot Yogyakarta Sedangkan datadinamisadalah
datayang selalu di up dateisnya. Umumnyain-
formas dinamis berisi tentang pressrelease dan
beberapa publikasi kegiatan pemerintahan yang
telah dilakukan.

Pada sistem pengelolaannya, informasi
yang bersifat dinamisseperti berita, untuk dapat
ditayangkan dan disebarluaskan, dipertimbangkan
terlebih dahulu kelayakannyaoleh Kepala Seks
Pelayanan Informasi. Jkadianggap layak maka
informas tersebut dilimpahkan ke KepalaKantor
Humasdan Informas untuk mendapat persetujuan.
Setelah mendapat persetujuan baru diserahkan
keapda administratur web sites pemkot Yogya-
karta

Sedangkan untuk informasi yang bersifat
statis seperti umpan balik atau keluhan atau kritik
dari masyarakat melalui fasilitas e-mail, oleh
administratur melalui pemkot akan diserahkan
langsung keingtand terkait. A pabilatelah mendapat
tanggapan atau jawaban dari instans terkait meka
akan diberikan kembali kepadaadministratur untuk
ditayangkan dalamweb stes pemkot Yogyakarta.

Jkadigambarkan, maka sistem pengelo-
laan back office web sites pemkot Yogyakarta
adalah sebagai berikut

Gambar 2.
Sistem pengelolaan back office websites pemkot Yogyakarta
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KEPALA SEKSI PELAYANAN
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IS pesan atau informasi yang tertuang
daamweb sitespemkot Yogyakartasecararutin
selalu di evaluas dan diperbaharui (update). Up-
date yang dilakukan oleh pihak pengelola pun
selau berpedoman padaadanyainformasi baru,
artinyauptoditastidak bergantung kepadajadwal
rutin, melainkan bergantung padamasuknyaberita
daninformasi-informeasi baru.

Fasilitas yang disediakan oleh pemkot
Yogyakartaagar informas dapat diakses pemkot
Yogyakarta memilih dua fasilitas utama dalam
internet yaitu fasilitas web browser dan e-mail.
K edua-duanyamemang diperuntukan khususnya
untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat
sertapenyediaan aksesinteraktif meaui informas
yang ditayangkan pada web sites pemkot Yog-
yakarta.

Padaaspek kenddayang dialami sdama
penyelenggaraan situs resmi web sites pemkot
Yogyakarta, menurut Nur Pireno staf KHI sebagai
pengelolaweb stes pemkot Yogyakarta adalah
terletak padakurangnyainformas tentang dunia
teknologi informas serta pemahaman dari para
administratur yang memiliki kewajiban menata
sertamemonitor setiap perubahan arusinformas
dankomunikasi yang terjadi di web sitespemkot
Yogyakarta.

Sebagai tindak lanjut dalam penyempur-
naan layanan publik dan peningkatan pelayanan
pada masyarakat, maka pemkot Yogyakarta
membentuk suatu unit khusus yang menagani
informas berupaaduan, keluhan pertanyaan dan
sebagainya secara hot line service melalui Unit
Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK). Salah
satu layanan ini adalah melaui web stes pemkot
Yogyakarta, bahkan padakeluasan dalam pena-
nganan keluhan seorang admin diberikan wewe-
nang untuk menjawab setiap pertanyaan dan
keluhan dari masyarakat selamatidak berkaitan
dengan kebijakan pemkot Yogyakarta. Namunjika
berkaitan dengan kebijakan pemkot Yogyakarta
atau berkaitan dengan instansi-instansi lainnya
admin UPIK harusberkoordinas dengan instans
terkait dan SekretarisDaerah KotaYogyakarta
Respon koordinas dengan I nstang terkait maupun
dari Sekda Kota Yogyakarta akan diberikan
kembali kepada admin UPIK yang akan segera
menyampaikan respon tersebut kepadaklien.

Dari mangjemen back office yang telah
dilakukan maka pihak Pemkot Yogyakarta
mengklaim bahwainformeas yang diberikan selama
ini sudah cukup efektif sebab telah memberikan
informasi tentang kegiatan agenda Pemkot Yog-
yakarta, sertainformad lain seperti perijinan juga
sudah cukup memadai. Hal tersebut dilihat dari
fakta selama kurun waktu 11 bulan 8 hari web
gtejogja.go.id beredar telah dicapai pengunjung
sebesar 3.337.723 pengunjung dengan rata-rata
pengunjung perbulan sebesar 200.000an atau
sekitar 6.666 pengunjung per hari.

Keluhan atau komentar masyarakat akan
langsung ditanggapi melalui Surat Wargadan Buku
Tamu. Kecudi keuhanatau komentar yang meldui
email akan dijawab langsung ke e-mail pengirim
oleh bidang/dinas terkait sesuai dengan kelu-
hannya. Jawaban email yang masuk ke jogjakota.
go.id atau ke Surat wargaatau Buku Tamu akan
ditanggapai oleh bidang/dinasyang terkait.

Gambar 3 Mekanisme Pelayanan Informasi
dan Keluhan Pemkot Yogyakarta
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Gambaran Umum Web Sites Pemerintah
Kabupaten Seman

Sebenarnya e-gover nment di kabupaten
Sleman sudah mulai diterapkan di sejak 1999.
Namun, hingga empat tahun berselang, imple-
mentand e-government tidak memiliki kemajuan
yang berarti. Tahun 2003, e-government di ka-
bupaten Sleman kembali bergairah dengan pem-
bentukan Kantor Telekomunikas dan Informatika
(Telematika) Kabupaten Sleman. Sebelumnya,
urusan pengembangan I nformation and Commu-
nication Technology (ICT) ditangani oleh Kantor
DataElektronik, Arsip dan Perpus-takaan. Kantor
Telekomunikas dan Informatika dibentuk ber-
dasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
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nomor 12 tahun 2003 tentang Perubahan pertama
atasPeraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor
12 tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, dengan
struktur organisasi, penjabaran tugas pokok dan
fungsi serta tata kerjanya tertuang dalam
Keputusan Bupati Sleman nomor 41/Kep.KDH/
A/2003 tahun 2003 tentang Struktur Organisas,
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, Sertatata
KerjaKantor Telekomunikasi dan Informatika.
Kedudukan, tugas dan fungs Kantor Teleko-
munikasi dan Informatika Adapun tujuan
penyelenggaraan website pemdaini adalah e-gov-
ernment bertujuan untuk mewujudkan administras
pemerintahan yang efisen dan efektif, serta
memberikan pelayanan yang transparan dan
memuaskan kepada masyarakat. Vis dari diben-
tuknya e-goverment adalah terwujudnya e-
Goverment yang maju dinamis dan berkem-bang
yang didukung penguatan partisipas masyarakat,
dunia usaha, semua organisas publik menuju
pemerintahan yang baik (good gover nance).

Sedangkan Mis nyaadalah : (1) mening-
katkan dan mengembangkan teknologi informas
dan komunikas dalam persandian; (2) mengem-
bangkan sisteminformasi manajemen pemerin-
tahan berbasisteknologi informas dan komunikas
secaraterintegrad ; (3) optimalisas pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi untuk
mendukung efektifitas pemerintahan (clean and
good gover ment)

Implementas pembangunan e-govern-
ment di kabupaten Sleman dikelompokkan dalam
empat kategori. Pertama, pengembangan
perangkat keras seperti komputer dan kelengka
pannya, infrastruktur jaringan komputer intranet,
ekstranet dan internet sertadata center. Kedua,
pengembangan perangkat lunak yang mencakup
pengadaan software legal seperti aplikasi perkan-
toran, sistem operasi, dan juga pengembangan
aplikas sistem informasi berikut integrasinya.
Ketiga, pengembangan sumber daya manusia
mencakup pelatihan dan pendidikan, bimbingan
teknis, seminar, workshop danlain-lain. Keempat,
pengembangan kebijakan sandardisas ssemdan
integrasinya, kebijakan pengembangan organisas
pendukung e-government sertakebijakan lainnya.

Desain web sites pemkab Sleman sama

sekali tidak menggunakan teknik animas kecuali
hanya running text untuk melakukan greeting.
Grafis yang tersedia berupa banner besar yang
beris beberapailustras gambar dan ikon feno-
mena yang berada wilayah di pemkab Sleman
termasuk lambang pemkab Sleman dengan
dominasi warnabiru. Jumlah links yang terdapat
daam situs pemkab Sleman adalah 66 buah links,
sangat banyak bagi sebuah web meskipun mena-
warkan informas yang lengkap. Dalam websites
pemkab Sleman juga terdapat fasilitas search
engine yang memudahkan pengguna mencari
informeas tertentu. HinggaNopember 2008 jumlah
pengunjung websites ini adalah 408.890 orang.
Desain web sites pemkab Sleman tergo-
long sederhanatidak mewah dengan background
putih seperti background yang berada pada
websites pemdalainnya. Tataletak dalam layout
web pemkab Sleman sangat padat sehinggatidak
terlihat nyamen untuk digunakan meskipunlengkep
dengan berbagal macaminformas. Desain utama
menggunakan sstem frame artinya perpindahan
linkskelinkslainnyamash dibidangi oleh kerang-
ka desain homepage pokok websites pemkab
Sleman. Dari tampilan e-government milik Pe-
merintah Kabupaten (Pemkab) Sleman di atas
terlihat bahwa e-government atau yang sering
disingkat e-gov milik Pemerintah Kabupaten
Sleman ini memiliki isi yang cukup lengkap
mengena informes-informas yang adadi Sleman.
Misalnya saja pada menu terdapat berbagai
penjelasan, yaitu : Home, I nteraktif, Sgarah, Profil
daerah, Geografi dan Webmail. Adapun isi dari
menu tersebut adalah sebagail berikut : (a) home
yaitu beris tentang vis dan misi, kelembagaan,
gparat, Bupati danWakil Bupati, Lambang daerah,
Sleman Sembada, floraidentitas, faunaidentitas;
(b) interaktif yaitu antaralainberig tentang jamaah
haji, sarana ibadah, komposisi agama, sekolah
dasar/MI, SLTP/MTS, SLTA/MA, perguruan
tinggi, kelompok belgjar, komposisi agama,
bantuan sosial, panti asuhan, panti wredha,
penderitacacat, karang taruna; (c) sgjarah yaitu
untuk mengungkap sgiarah Slemanmulai Periode
1916-1945, Periode 1945-1947, Periode 1947-
1964, Periode 1964-sekarang; (d) profil daerah
yaitu beris tentang jumlah penduduk, kepadatan
penduduk, keluarga berencana, tenaga kerja,
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industri kecil, industri besar dan sedang, wisata-
wan, hotel, pertambangan, PDRB, komoditi,
negaratujuanekspor, reglisas ekspor; (€) Geografi
yaitu berig tentang letak danluaswilayah, karak-
teristik wilayah, topografi, peta; (f) Webmail yaitu
layanan ini digunakan jikakitaingin menjadi ang-
gota/member.

Menu di atas sangat membantu dan me-
mudahkan bagi parakhalayak umum untuk me-
ngetahui informas mengenai Kab. Sleman. Selain
itu juga pada e-gov milik Pemkab. Sleman ditam+
pilkan agenda-agenda kegiatan yang sudah
dilakukary rencanakegiatan yang akan dilakukan
sehinggamasyarakat mengetahui agendakegiatan
Pemkab. Seman melalui e-govnya

Jadi dgpat dilihat bahwae-govyang dimiliki
oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dapat dibilang
isinya cukup lengkap karena segala informas
mengenal kabupaten tersebut dapat kitalinat me-
lalui e-gov nya. Baik informas mengena pemerin-
tahan, pendidikan, kesehatan, pariwisatadapat kita
lihat disini. Sehinggalayanan masyarakat secara
onlineini dapat mempermudah masyarakat untuk
menyampaikan keinginannyasecarainteraktif dan
Pemkab setempat dapat mengetahui kebu-tuhan
warganya. Layanan SMS ini bertujuan untuk
menyampaikan aduan, aspirad, saran, dan kritikan
measyarakat yang ditujukan untuk Pemkab Sleman.
Dari layanansmsini tentunyaPemkab Sleman dan
wargalebih dimudahkan untuk berinteraks.

M anaj emen Back Office WebsitesPemerintah
Kabupaten Seman

Pengelolaan e-government Pemkab Sle-
man secaraumum dikelola oleh Kantor Teleko-
munikas dan Informatika (KTI). Namun dalam
pelaksanaannya dibantu oleh bagian atau dinas
yang terkait dan Bagian Humas Pemkab Sleman.
Sgjarah KTI dimulai pada tahun 1999 ketika

Sleman, Kantor Telekomunikas dan Informatika
sebagai pengelola utamayang berperan membuat
web Site, mengatur dan mengontrol website serta
jaringan. Badanlain seperti Bagian Humas bertugas
mengisi informasi yang bersifat umumdan dinas-
dinas terkait berfungs mengelola dan mengisi
informasi dan sub domain yang tersedia sesuai
dengan bidangnya. Sementara tugas utamanya
adalah membantu Bupati dalam menyeengarakan
pemerintah daerah di bidang telekomunikas dan
informatika.: (a) sub bagiantata usahamempunyai
tugasyaitu (1) melaksanakan urusan umum; (2)
melaksanakan urusan kepegawaian ; (3) me-
laksanakan urusan keuangan; (4) melaksanakan
urusan perencanaan; (b) seks sandi dan teleko-
munikas mempunyal tugasyaitu (1) melaksanakan
perncanaanteknis, (2) membina, mengembangkan
sstemsandi dantelekomunikas;; (3) memelihara,
mengembangkan jaringan dan alat sandi dan
telekomunikag; (4) mdakukan pengiriman, peneri-
maan dan pengamanan beritasandi dantelekomu-
nikag; (c) seks dataelektronik mempunyai tugas
yaitu (1) melaksanakan perencanaan teknis; (2)
menyusun program; (3) mengolah data; (4) mem-
bina dan mengembangkan sistem informasi
manajemen pemerintahan daerah berbasis kom-
puter; sedangkan (d) seks pengenddian frekuens
mempunyal yaitu (1) melaksanakan perencanaan
teknis; (2) menyigpkan bahan perijinan; (3) penga:
wasan dan Pengendalian perijinan penggunaan
frekuens.

Dalam hal pengelolaan manajemen back
office KT| berpedoman bahwainformas umum
yang disampaikan kepada publik pada dasarnya
terlebih dulu dikaji terlebih dahulu oleh Bagian
Humas Pemkab Sleman. Selanjutnya, oleh Bagian

Gambar 4. Sistem pengelolaan websites
Pemkab Sleman

Pemkab Sleman membentuk KPDE (Kantor
Pengolahan Data Elektronik) yang merupakan TIM PENGARAH.
lembaga pengelolae-goverment Pemkeb Sleman. Kenala K antor
Selanjutnya, pada tahun 2001 diubah menjadi Sekretaris daerah
KDEAP (Kantor DataElektronik Arsp Perpus-
takaan). Kemudian pada tahun 2005 berubah y
menjadi Kantor Telekomunikas dan Informatika TIM TEKNIS
Fungs utama dari KT Pemkab Sleman penenggLing Janab Teknis Sisem
adalah Pada pengelolaan e-goverment Pemkab Penanggung Jawab Masalah Sistem
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Humas Sleman pulalah yang menyampaikan atau
meng-upload di website demankab.go.id. Tetapi
informes yang bersfat khusus dalam aspek tertentu
dikelola, dirumuskan dandikaji terlebih dahulu oleh
Bagian atau Pihak atau masing-masing dinasyang
bersangkutan seperti hal kesehatan, hukum,
teknologi, budaya dan pariwisata, teknologi dan
lain-lain. Padaprinsipnya, penyebaran informasi
oleh Pemkab Sleman bertujuan untuk mening-
katkan kompetens dan wawasan masayarkat
dalam berbagai hal mencakup hukum, pemerin-
tahan, politik, sosia, ekonomi, budaya, pariwisata,
kesehatan, teknologi, perijinandanlain-lain. Dalam
aur informad yang disebarluaskan makakebijakan
yang diambil oleh Pemkab Sleman addah informas
yang bersifat khusus (pada hal/bidang tertentu)
measuk ditanggapi oleh dinas/bagian yang terkait
kemudian diterbitkan dalam website. Namuniin-
formas yang bersifat umum diolah dan dikelola
oleh Bagian Humas Pemkab Sleman.

Pengelompokaninformad yang dilakukan
oleh tim pengelolawebsites Pemkab Sleman ter-
bagi ddamtigakategori yang mdliputi : (8) informes
dinamis: adalahinformes yang dirubah setigp hari,
umumnya meliputi peristiwadan kegiatan yang
terjadi di seputar wilayah kabupaten Sleman; (b)
informas semisgtatis: adalah informes yang beris
tentang aturan perundanganatau datayang bersifat
datigtika; () informas Satisadalahinformeas yang
tidak relatif tidak berubah, seperti misalnyain-
formas tentang sejarah dan kondis geografik
Pemkab Sleman.

Tim pengelolaselalu melakukan evaluas
dan pembaharuan terhadap tampilan desain
sedangkan meng-update data informas tidak
memiliki jadwal yang rutin melainkan bergantung
padajenisinformas. Bentuk evaluas Iebih dititik
beratkan pada isi informas yang disediakan,
artinya meskipun tidak terjadwal secara rutin
namunisi informad salau diperbaharui. Evaluas
juga dilakukan dengan cara meng-encounter
akses pengunjung padainformasi tertentu serta
jumlah masyarakat yang lokal dan asing dalam
mengakses situs web sites Pemkab Sleman.
Evaluas tersebut jugasekaigus sebagai penilaian
terhadap beberapa informas yang disediakan
gpakah menarik / diperlukan atautidak diperlukan
oleh pihak masyarakat.

Penentuan content web sites yang ber-
kaitan dengan public service, pihak Pemkab
Sleman melakukan survey terlebih dahulu pada
masyarakat untuk menjaring berbagai informasi
yang dibutuhkan masyarakat. Namun dari hasil
survey tersebut pihak Pemkab masih belum dapat
memenuhi keseluruhaninformas yang diinginkan
mengingat arah yang diinginkan adalah penyediaan
fasilitas transaksi melalui web sites Pemkab
Sleman. Kenddaini terletak pada belum adape-
mahaman dan pengertian tentang layanan akses
melalui internet oleh semuainstans yang ada di
lingkungan Pemkab Sleman

Fasilitas aksesinformas yang disediakan
untuk pihak masyarakat adalah melalui fasilitas
web browser, e-mail dan chatting. WWeb diguna-
kan sebagai saranapublikasi kegiatan yang dila-
kukan oleh pihak Pemkab Sleman, sementara
e-mail digunakan untuk ruang komunikas ma-
gyarakat secaraperorangan (individu) sedangkan
Internet Relay Chat digunakan sebagai sarana
komunikas berbagai pihak untuk membantu
pengembangan Pemkab Sleman.

Informes yang disampaikansdamaini oleh
pihak Permkab Sleman diklaim sudah cukup efektif,
karena masyarakat bisa memperoleh informas
yang penting seperti pelayanan ijin dalamberbagai
bidang sehingga masyarakat bisamembekali diri
sebelum mengurus perijinan. Di samping itu, in-
formasi lain yang disampaikan pun cukup ber-
manfaet bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat
dari Jumlah pengunjung website padatahun 2006
sebanyak 125.070 atau rata-rata setiap harinya
sebanyak 342 pengunjung. Pada tahun 2007
jumlah pengunjungnya sebanyak 114.473 atau
rata-ratasetiap harinyasebanyak 313 pengunjung.
Kemudian, pada tahun lalu (2008) mengalami
peningkatan yang signifikan. Jumlah pengunjung
pada tahun 2008 menjadi 440.114 pengunjung
atau rata-rata sebanyak 1.205 pengunjung tiap
harinya.

Pengaduan atau keluahan masyarakat
yang masuk meaui surat masuk ataulainnyasdama
ini disampaikan kepadabidang/dinasyang terkait
untuk ditindaklanjuti. Selamaini aktifitas demikian
sudah berjalan lancar sehinggaterjadi dialog yang
efektif antara Pemkab Sleman dengan masyarakat
umum. Proses pengumpulan pengaduan atau
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keluhan masyarakat menggunakan sstem multi
kand terintegras. Pengaduan masuk bisamelalui
SMS, Loket, Surat, web site, email dan Tel-
ephone. Untuk e-mail dari masyarakat yang ma-
suk akan langsung ditanggapi oleh bidang yang
terkait kecuali yang bersifat umum maka akan
dijawab oleh Bagian Humas. Sehingga terjadi
prosesdiskus yang interaktif

Ha yang masih dirasakurang oleh pihak
pengelolaweb site Pemkab Sleman adalah belum
adamenu poling atau jgjak pendapat mengenai
pelayanan pemerintah serta hal-hal lainnya,
sehingga masyarakat Sleman dapat segera bisa
memberikan apresias terhadap kebijakan yang
selama ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Sleman.

Adapun aplikas yang telah diterapkan
dalm e-government di Pemkab Sleman adalah
sisteminformasi kepegawaian, sisteminformasi
pengggian, ssteminformad dokumentas hukum,
sisteminformas perpustakaan, sissem informasi
aset daerah, arsip, dan sistem administrasi
kependudukan yang t dikembangkan mulai 2002.
Padatahun 2008 telah diujicobasisteminformas
layanan industri dan ssteminformes catatan sipil
yang terintegras dalamdatadaninformas dapat
diakses oleh aplikasi lain sehingga tidak ada
duplikas.

Sementara itu, sistem informasi ke-
pendudukan sudah diterapkan baik di tingkat
kabupaten maupun kecamatan. Saat ini, transaks
data antara kecamatan dengan kabupaten
dilakukan dengan caradial up viatelepon. Namun
masih ada 2 kecamatan yang melakukan transfer
data secara offline mengingat belum terjamah
saurantelepon.

Dalam upaya peningkatan pelayanan
informas dan pelayanan lainnya dalam koridor
pelaksanaan situs pemerintah daerah maka Pem-
kab Sleman melaksanakan beberapa kebijakan
yang meliputi : (1) dalam hal pembahasan dan pe-
netapan anggaran, pemerintah berkoordinas
dengan legidatif; (2) untuk pembinaan peningkatan
pengetahuan dan keterampilan sumber daya
manusia aparatur maka setiap tahun diusulkan/
diikutsertakan staf untuk mengikuti pendidikandan
pelatihan di bidang teknologi daninformasi; (3)
koordinas yang komprehengf (terusmenerusdan

rutin) antar ingans pengelolateknologi informes/
data elektronik; (4) telah diupayakan berbagai
bentuk koordinasi dan konsultas baik tingkat
provins maupun kabupaten/kota untuk pe-
ngembangan dan kelancaranimplementas e-gov-
ernment; (5) dalamupaya peningkatan pelayanan
publik berupa informas dan komunikas telah
dilakukan upaya-upaya peremajaan data yang
drategisyang ditunjukkan untuk menunjang tugas-
tugas pemerintah daerah melaui webste; (6) untuk
menjamin akuntabilitas dan kredibilitas kelem-
bagaan Kantor Telekomunikas dan kearah yang
potengd dan memiliki kompetens yang memadai
dalam hal penyampaian informasi kepada publik
serta menjaring aspiras yang berkembang di
masyarakat maka telah dikembangkan media
informas berupaweb site demankab.go.id kearah
penataan yang lebih memadal agar dapat diakses
secaramudah oleh publik; (7) telah diberikan ban-
tuan teknis kepada stakeholders yang mem-
butuhkan bantuan teknis berkaitan telematika,
beruparekomendas pengadaan perangkat kom-
puter untuk menjamin standarisas sesuai dengan
ketentuan berlaku; (8) dalam rangka mendukung
terwujudnya good governance maka pengem-
bangan teknologi informas dalam hal ini mencakup
di dalamnya e-government perlu mendapatkan
perhatian dan prioritas yang cukup untuk pem-
bangunan dan pengembangannya.

Ke tiga situs web pemda tersebut bila
dilihet dari fungs dankegunaannya, i informasinya
telah berorientas padakeperluan pengguna Pada
sis pengelolaan berita dan artikel gaya penu-
lisannyayang terurut dan mudah dibaca dimiliki
oleh stuspemkot Yogyakarta. Situsweb Pemkot
Yogyakartaidg beritadan artikelnyalebih pendek
dan mudah dibaca.

Pada pengelolaan komunikas duaarah
yang menyediakan fasilitas e-mail, Pemkot
Yogyakartajugamenyediakan daftar e-mail para
pejabat publik , sedangkan situs pemkab Sleman
orientad interaks masih bergantung padaforum
diskusi komunitas maya dan bukannya pada
e-mail. Tawaran komunikas dua arah yang di-
tawarkan situs pemkab Sleman sangat minim dan
tidak langsung tertuju pada pejabat publik yang
bersangkutan namun padaadministratur Situs.

Untuk uptoditas data, pemkab Sleman
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dan pemkot Yogykarta melakukannya dengan
berdasar pada adanya informas terbaru yang
pantas untuk di sebarkan pada masyarakat. Ini
menunjukkan bahwa ke dua pemerintah daerah
yang menjadi objek penditian melakukan uptoditas
informasinya tidak setiap hari atau terjadwal
melainkan bergantung padaevent atau datangnya
informas dari peristiwaterbaru.
Padapengelolaan tampilanyang diurai di
atas maka dapat dikompilas perbedaan antara
dua situs milik Pemkab Sleman dan pemkot
Yogyakartaseperti di bawahini :

Tabel 3 Perbandingan Pengelolaan Tampilan Web

organisad struktural Pemerintahan Daerah); (d) tim
pengelola(sgumlah pegawai Pemerintah Daerah
yang mampu, serta mempunyai standar kom-
petens di bidang teknologi informasi); (e) tim
asstens (paraeselon satu tingkat dibawah eselon
tertinggi padaorganisas struktural pemerintah
daerah, mewakili unit-unit kedinasan yang adadi
daerah) (sumber : KOMINFO, 24, 2002)

Dari ketentuan tersebut biladi reflesikan
ke tiga situs pemerintah daerah yang dijadikan
objek penelitian akan didapatkan perbedaan
sebagai berikut :

Tabel 5 Perbandingan Pengelolaan dan Penanggung Jawab Situs Web

Tampilan Situs web pemkab Sleman Situs web pemkot
Yogyakarta
Penentuan isi Survey ke masyarakat Survey ke masyarakat
Gaya Penulisan Kurang mudah dipahami Mudah dipahami
Penyediaan Tidak lengkap Kurang lengkap

alamat e-mail
pejabat publik
Upoditas data

Berdasar Informasi terbaru Berdasar Informasi terbaru

Dari segi keperluan atau tujuan dibuatnya
gtusweb, tigastustersebut memiliki perbedaan
sebagal berikut :

Tabel 4 Perbandingan Tujuan Pembuatan Situs Web

Situs web pemkab Sleman Situs web pemkot Yogyakarta

1. Sebagai sarana komunikasi
kehumasan serta layanan
informasi kepada publik

2. Sebagai wahana interaktif
masyarakat dalam menyalurkan
aspirasi

1. Memudahkan masyarakat
memperoleh informasi

2. Ada masukan dari pihak
masyarakat secara transparan

Biladilihat dari tabel di atasmakatujuan
penyelenggaraan situsbaik pemkab Sleman dan
pemkot Yogyakarta memiliki kesamaan yaitu
orientad padapemberian dan kemudahaninformes
bagi publik masyarakat serta penyediaan ruang
virtual untuk penyaluran aspiras kepada pihak
pemerintah daerah.

Orientasi pengelolaan situs pemerintah
daerah tidaklah seperti web tradisona yang hanya
memerlukan satu orang webmaster, namun terdiri
struktur organisas yang sistematis. Menurut
panduan dari KOM INFO maka pengelolaan dan
penanggung jawab situs dilakukan oleh: (@)
pelindung (Gubernur/Bupati/Walikota); (b)
penanggungjawab stusweb Pemerintah Daerah
(eselon tertinggi pada organisasi struktural
Pemerintahan Daerah); (c) mangjer situs (eselon
satu tingkat dibawah eselon tertinggi pada

Situs web pemkot
Yogyakarta

Situs web pemkab
Sleman

Kepala Scksi
Pelayanan
Dan Informasi

Pclindung

Kantor Arsip
Pengelolaan Data
Elektronik

Kantor Hubungan
Masyarakat dan
Informasi

Staf KPDE

Staf instansi di
lingkungan pemkot

Penanggungjawab
Situs Web

Bupati, Kepala Kantor
dan Sekretaris Daerah

Kantor Telekomunikasi
dan Informasi

Manajer Situs

Staf KTI
Tim teknis KTI

Tim Pengelola
Tim Asistensi

Secarasepintasterlinat bahwapengeolaan
ketigasitus objek penelitian, masih belum sesuai
dengan panduan penyelenggaraan situs web
pemda yang dikeluarkan KOMINFO. Artinya
bahwa pejabat di dua pemda tersebut dalam
pengelolaan situs masih “ setengah hati” dalam
keterlibatan pengelolaan situs. Ini bisadimengerti
karena dalam konteks tertentu pihak pejabat
publik bukan lahir dari generasi internet sehingga
ada semacam “gagap teknologi” yang mempe-
ngaruhi keterlibatannya secara langsung dalam
penelolaan Stus. Pengelolaan Stus diserahkan pa-
dabadan yang memiliki keterkaitan dengan pe-
nyampaian informas disini bila tidak Kantor
Humasdan | nformas makadiserahkan padaKan-
tor Pengolahan DataElektronik. Penyerahan pada
dua badan tersebut sesungguhnya tidak salah
sebatas dalam konteks mangjerial dan penge-
lolaan, namun bilatidak adasinergi dan kerjasama
dengan instansi di lingkungan pemda maka
umumnyainformas yang disampaikan dalamweb
tidak akan lengkap. Selainitu, ke-tidakadaan hal
tersebut menyebabkan integritas layanan
transakisonal yang diharapkan pada setiap situs
pemdatidak akanterwujud.
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Simpulan

Beberapakesmpulan yang dapat di ambil
dalam pendlitian ini adalah sebagai berikut :

Secara ketentuan teknis masing-masing
web sites pemda-pemda yang menjadi objek
penelitian telah mengikuti beberapastandar yang
diperlukan dalam pembangunan web sebagai me-
diakomunikas daninformasi. Kekurangan yang
paling menonjol dari pembangunan web sites
pemda-pemda tersebut adalah masih dalam
tahapan pematangan atau masih sampai padafase
penyedian ruang komunikas interaktif saja,
sementara fase ke tahapan lanjut yaitu fase
pemantapan berupaketersedian pelayanan publik
serta fase pemanfaatan berupa layanan lintas
instang masih jauhapi dari panggang.

Up toditas informasi, khususnya pada
navigas berita telah dilakukan secara rutin.
Fenomenaini menandakan adanyamotivas dari
pihak pemdauntuk melakukan pelayanan standar
melalui keberadaan web sites yang dimiliki ter-
hadap publik. Namun masih adanyaketerlambatan
up toditasinformasi merupakan pertanda bahwa
masih ada ketidakseimbangan manajemen
pengelolaan webs tesantar masing-masing pemda.
Jika ini dibiarkan maka tercapainya tahapan
pemanfaatan berupa layanan lintas G2G sulit
dicapai.

Jumlah linksinformeasi masing-masing web
sites pemda sudah cukup memadai, artinya
banyak kategori informasi yang disediakan.
Persoalan yang mendasar justru terletak pada
adanya pemda yang tidak menyediakan links
e-mail bagi masyarakat pengguna, kalaupun ada
penerimaan umpan balik masih tertuju pada
pengelola websites atau administratur dan
bukannya pada pejabat yang bersangkutan. Bila
ini tidak diperhatikan maka efektivitaskomunikas
yang bersifat timbal balik akan tidak terlaksana.
Penumpukan pada satu tujuan damat e-mail dan
kekurangan kompetensi yang memberikan
jawaban dari feedback yang diterima akan
mengakibatkan bias informasi yang diterima
mesyarakat.

Pengelolaan manajemen back office
diserahkan padabadanyang memiliki keterkaitan
dengan penyampaian informas yaitu Kantor
Humeasdan Informas dan Kantor Pengolahan Data

Elektronik atau Kantor Telekomunikasi dan
Informetika. Penyerahan padaduabadan tersebut
sesungguhnyatidak salah sebatas dalam konteks
mangjerial dan pengelolaan, namun bilatidak ada
snergi dan kerjasamadenganinstand di lingkungan
pemdamakaumumnyainformes yang disampaikan
dalam web tidak akan lengkap. Selain itu, ke-
tidakadaan hal tersebut menyebabkan integritas
layanan transakisonal yang diharapkan pada setiap
gtuspemdatidak akan terwujud.

Faktor lain yang memiliki kaitan dengan
poin di atas adalah belum tersediannya sumber
dayamanusia( SDM) yang memadai atau minim
dari segi skill dan mangjerial dalam pengelolaan
Stus pemda sehingamasing-masing pemkab dan
pemkot masih ragu menerapkan e-gov. Konteks
disini memperlihatkan bahwa pelaksanaan e-gov
tidak sgjalan dengan ketersediaan dan kesiapan
dari pihak pemdadaam penyediaan sumber daya
yang handal untuk mengelolastuse-gov. Lebih
jauhlagi padaakhirnyamerekamemaksa sumber
dayayang ada untuk melaksanakan kegiatan e-
gov dengan keterbatasan pengetahuan dan
ketrampilan yang memadai. Apabila SDM
diambilkan dari pihak luar maka akan terjadi
kurangnyarasamemiliki karena anggapan bahwa
implementasi situs web pemda merupakan
“proyek” sehingga begitu selesai proyek, maka
kegiatan tersebut dianggap telah selesai tanpa
muncul kesadaranuntuk melakukan pemelinaraan
dan menegakkan keberlanjuttannya.
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